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RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Gubernur Maluku selama lima tahun kedepan.

11.1.  Pedoman Transisi

Untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam masa transisi kepemimpinan maka penyusunan RKPD Tahun 2014 dan Tahun 2020 mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025.

11.2.  Kebijakan Umum Pembangunan Transisi

Secara umum perencanaan pembangunan masa transisi tahun 2019 masih dalam rangka memelihara dan memantapkan kinerja terwujudnya Visi RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 melalui pemantapan kebijakan dari penjabaran misi pembangunan 2014-2019, yaitu (1) Memantapkan masyarakat Maluku yang Sejahtera, Rukun, Damai dan Religius, (2)  Menjadikan Maluku sebagai Provinsi yang Aman dan Berdaya Saing, (3) Mewujudkan pembangunan yang Adil Berbasis Kepulauan Secara Berkelanjutan.

11.3.  Program Transisi

 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 masih mengacu kepada RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019.  Program prioritas tahun 2019 ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis yang ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang mampu menjawab tantangan kedepan dalam upaya pencapaian target pembangunan berdasarkan kerangka perencanaan jangka menengah yang telah ditetapkan.

11.4.  Kaidah Pelaksanaan

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2015, RKPD Provinsi Maluku Tahun 2016, RKPD Provinsi Maluku Tahun 2017, RKPD Provinsi Maluku Tahun 2018, RKPD Provinsi Maluku Tahun 2019 dan perencanaan penganggaran.  

Kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Gubernur Maluku wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat, termasuk kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil evaluasi RPJMD;

3. Pelaksanaan RPJMD Provinsi Maluku diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Gubernur Maluku;

4. RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 merupakan landasan dan referensi dalam penyusunan dan penetapan Renstra SKPD Tahun 2015-2019;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan tetap memperhatikan dokumen perencanaan yang telah berketetapan hukum;

6. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) mulai tahun 2015-2019;

7. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku agar melaksanakan  program-program dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 dengan sebaik-baiknya;

8. Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi Maluku berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota (RPJMD Kabupaten/Kota) dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019;

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap Renstra SKPD dan Renja SKPD serta rancangan RPJMD Kabupaten/Kota;

10. Demi terwujudnya keselarasan pelaksanaan pembangunan daerah, maka pelaksanaan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku;

11. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2018 dilakukan setiap tahun untuk memastikan bahwa program yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur telah ditetapkan dalam RKPD dan pada akhir masa jabatan Gubernur untuk menilai pencapaian indikator kinerja pemerintah daerah.  Evaluasi tahunan dilakukan untuk menilai pencapaian hasil kegiatan terhadap sasaran program;

12. RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 menjadi dasar bagi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi.
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